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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari  yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pitriyani binti  Samsul,  tempat dan tanggal lahir Anjir,  31 Desember

1994,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  Rumah

Tangga,  pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di

Jalan Teluk Baru RT. 008 RW. 003 Keluarahan

Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten

Tanah Laut, sebagai Penggugat;

melawan

Hermansyah bin Johansyah, tempat dan tanggal lahir Palangkaraya,

28  Oktober  1992,  agama  Islam,  pekerjaan

Sopir,  pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di

Jalan  Matah  I  RT.  006  RW.  002  Kelurahan

Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten

Tanah Laut, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22

Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  300/Pdt.G/2021/PA.Plh,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa  Pada  tanggal  20  Maret  2010,  Penggugat  dan  Tergugat

melangsungkan pernikahan menurut  agama Islam di  Kelurahan Antasan

Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dengan wali

nikahnya  adalah  Ayah  Kandung  Penggugat  bernama  Samsul,  dan

dinikahkan  oleh  penghulu  yang  bernama  Fathulbari,  dan  dihadiri  saksi

nikahnya masing-masing bernama A. Gajali  dan Jumiati  dan saksi  nikah

adalah orang-orang yang hadir  pada saat itu dengan mas kawin berupa

uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan

Tergugat berstatus jejaka.

3. Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  ada  pertalian  nasab,

pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat

dan tidak ada larangan untuk  melangsungkan pernikahan,  baik  menurut

ketentuan  hukum  Islam  maupun  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku; 

4. Bahwa  setelah  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami istri  dan dikaruniai  1 orang anak bernama

Herlina, umur 9 tahun (dalam pemeliharaan Tergugat)

5. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu  gugat  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  dan

selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam; 

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapat Kutipan Akta Nikah

dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari

Kabupaten Tanah Laut karena tidak tercatat, namun sekarang penetapan

pengesahan  nikah diperlukan dalam pengurusan perceraian; 

7. Bahwa  kurang  lebih  sejak  tahun  2011  antara  Penggugat  dan  Tergugat

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

 a.  Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat

karena  Tergugat  malas  bekerja  sehingga  Tergugat  tidak  mempunyai

penghasilan tetap, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 b.  Tergugat pernah berpacaran dengan perempuan lain, antara ia dengan

perempuan tersebut sering berkomunikasi melalui Telephone.

 c.  Tergugat  sering  mabuk-mabukkan  dan  main  judi,  sehingga  Tergugat

sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnya sering larut

malam bahkan sampai pagi.

8. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat  terjadi  pada  tahun  2014,  ketika  itu  Penggugat  berusaha

menasehati  Tergugat  agar  bisa  lebih  bertanggung  jawab  dalam  rumah

tangga,  akan  tetapi  Tergugat  marah  dan  tidak  terima  dengan  nasehat

Penggugat  tersebut,  dan  kemudian  penggugat  memutuskan  untuk  pergi

dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat

dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi; 

9. Bahwa  sejak  saat  itu  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  pisah  tempat

tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 6 (enam) tahun 9 (Sembilan)

bulan lamanya,  Tergugat  tidak pernah memberikan nafkah wajib  kepada

Penggugat,  dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang

mengajak rukun kembali dengan Penggugat; 

10. Bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  84  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

serta  SEMA  Nomor  28/TUADA-AG/X/2002  Tanggal  22  Oktober  2002

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari  untuk mengirimkan

salinan  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  kepada

Kantor  Urusan  Agama  di  tempat  tinggal  Penggugat  dan  Tergugat  dan

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di

catat dalam register yang tersedia untuk itu.

11. Bahwa Penggugat  sanggup membayar  seluruh biaya yang timbul  akibat

perkara ini; 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Pelaihari  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang

dilangsungkan pada tanggal 20 Maret 2010 di di Kelurahan Antasan Kecil

Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat; 

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; 

Subsider; 

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Surat:

 Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  Penggugat  Nomor

6301037112940005  tanggal  23  Oktober  2018  yang  dikeluarkan  oleh

Kepala  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Tanah

Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan

dengan  aslinya  oleh  Ketua  Majelis,  kemudian  diberi  tanda  (P.1)  dan

dibubuhi dengan paraf;

 Fotokopi   Kartu  Keluarga  Nomor  6301031909160022,  yang

dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil

Kabupaten Tanah Laut, tanggal 05 Agustus 2020. Fotokopi surat bukti

tersebut  bermeterai  cukup,  setelah   dicocokkan  dengan  aslinya  oleh

Ketua Majelis, kemudian diberi  tanda (P.2) dan dibubuhi dengan paraf;

 Fotokopi  Surat  Keterangan  Suami  Isteri  Nomor  400/02/Kemasy

yang dikeluarkan Lurah Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten

Tanah  Laut.  Fotokopi  surat  bukti  tersebut  bermeterai  cukup,  setelah

 dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi   tanda

(P.3) dan dibubuhi dengan paraf

Saksi:

Dina Binti Hadri, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Matah 2 RT.007 RW.003 Kelurahan

Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri

yang telah berumah tangga lebih kurang 4 tahun lamanya;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  1  orang  anak

yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

Bahwa  saat  ini  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah

tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya;
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Bahwa  permasalahan  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  disebabkan sikap Tergugat  yang kurang memberikan nafkah

yang  layak  dan  pantas  kepada  Penggugat  sebagai  isterinya  dan

keluarga Tergugat kurang dapat menerima kehadiran Penggugat sebagai

isteri dari Tergugat sehingga pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur

urusan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sehingga  semakin

hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memanas;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

dirukunkan kembali dan saksi sudah tidak mampu lagi merukunkannya;

Prida Binti Rusbandi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Matah 1 Rt.008 Rw.003 Kelurahan

Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri

yang telah berumah tangga lebih kurang 4 tahun lamanya;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  1  orang  anak

yang saat ini diasuh oleh Tergugat;

Bahwa  saat  ini  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah

tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya;

Bahwa  permasalahan  dalam  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  disebabkan sikap Tergugat  yang kurang memberikan nafkah

yang  layak  dan  pantas  kepada  Penggugat  sebagai  isterinya  dan

keluarga Tergugat kurang dapat menerima kehadiran Penggugat sebagai

isteri dari Tergugat sehingga pihak keluarga Tergugat selalu ikut campur

urusan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sehingga  semakin

hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memanas;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

dirukunkan kembali dan saksi sudah tidak mampu lagi merukunkannya
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Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  sebagaimana

tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan

Agama  Martapura,  oleh  karenanya  sesuai  ketentuan  Pasal  20  ayat  (2)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  73  ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009  Tentang  Peradilan  Agama,  bahwa  Pengadilan  Agama  Martapura

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan gugatan Penggugat

secara formil dapat diterima;

Menimbang,  bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

hubungan  hukum  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  maka  dalam  hal  ini

berdasarkan  bukti  (P)  yang  oleh  Majelis  Hakim  menilainya  sebagai  bukti

autentik, maka terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Agama

Martapura  akan  mempertimbangkan  tentang  perkawinan  dan  rukun

perkawinannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor

1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1)  jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991

Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  14,  bahwa  untuk  melaksanakan  perkawinan

harus ada (a). Calon Suami, (b).  Calon Istri,  (c). Wali Nikah, (d). Dua orang
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Saksi,  (e).  Ijab  dan Kabul,  dan dikuatkan oleh  keterangan saksi-saksi  serta

dengan  bukti  (P)  sesuai dengan  Pasal  285  R.Bg,  sehingga  dengan  bukti

tersebut  Majelis  Hakim  menyatakan  telah  terbukti  antara  Penggugat  dan

Tergugat terikat dalam perkawinan sejak dilangsungkannya akad nikah pada

tanggal  12  Juli  2011,  Kecamatan  Pengaron,  Kabupaten  Banjar,  karenanya

harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara

ini (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa Tergugat  telah  dipanggil  sesuai  ketentuan  Pasal

145 R.Bg  jo.  Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975  jo. Pasal

138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata

tidak  hadir  di  persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  hadir

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  serta  tidak  ternyata  bahwa

ketidakhadirannya  itu  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  oleh

karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut tidak hadir di  persidangan, selanjutnya perkara ini  dapat diperiksa

dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  ketidak  hadiran  Tergugat  tersebut  diatas  dapat

ditafsirkan Tergugat tidak menggunakan haknya serta dianggap sebagai pihak

yang membangkang, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari

kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur’an juz II halaman 405 sebagai berikut:

له             لحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعي من

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di

persidangan,  sedangkan  dia  tidak  memenuhi  panggilan  tersebut,

maka  dia  termasuk  orang  dzolim  dan  oleh  karena  itu  gugurlah

haknya”;

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai berikut:

بالبينة          اثباته جاز غيبة او توار او بتعزز تعزز فان

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib,
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maka  perkara  itu  boleh  diputus  berdasarkan  bukti-bukti

(persaksian)”;

3. Kitab Syarqowi ‘Ala Al Tahrir halaman 105 sebagai berikut:

اللفظ        بمقتضى بوجودها وقع بصفة طلقا علق ومن

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan,

maka  jatuh  talaknya  dengan  adanya  sifat/  keadaan   tersebut

sesuai dengan bunyi lafazhnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  datang  menghadap

dipersidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan

Pasal  82  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor  50 Tahun  2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 R.Bg

jis.  Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Pasal 143

ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir,  maka  Majelis

Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak membantah dalil-dalil

gugatan Penggugat,  dengan demikian dalil-dalil  gugatan Penggugat  tersebut

telah menjadi fakta yang tetap (vaststaande feiten);

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksankan,

namun  Majelis  Hakim  tetap  berusaha  menasehati  Penggugat  agar

mengurungkan kehendaknya untuk bercerai  dengan Tergugat,  namun upaya

Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa  gugatan  Penggugat  didasarkan  pada  dalil  yang

pada pokoknya adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
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terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan bahwa Tergugat sering

meninggalkan kediaman bersama untuk urusan yang tidak jelas dan tanpa izin

dari Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik atau kekerasan

dalam  rumah  tangga  (KDRT),  sehingga  hal  ini  mengakibatkan  perselisihan

antara Penggugat  dengan Tergugat  semakin kuat,  yang berakibat  terjadinya

pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 1

(satu) tahun, dan tidak bersatu lagi serta tanpa saling menjalankan kewajiban

sebagaimana  layaknya  pasangan  suami  istri,  hal  ini  telah  memenuhi  unsur

pelanggaran untuk terjadinya suatu perceraian yang dilakukan Tergugat atas

Penggugat sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1

Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975  jis.  Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 Tentang Penghapusan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat secara formil telah

terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa

bidang perkawinan, maka secara materil Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya  Penggugat

telah menyampaikan bukti-bukti  surat  serta saksi-saksi  sesuai  dengan Pasal

1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya telah memenuhi syarat

formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut

hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah

sedemikian  rupa  sehingga  tujuan  perkawinan  untuk  membentuk

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974) dan

atau  keluarga  yang  sakinah,  penuh  mawaddah  dan  rahmah  (vide Pasal  3

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat

terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan  Tergugat;
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Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau

dibiarkan  keadaannya  seperti  sekarang  ini  maka  justru  akan  menimbulkan

mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah

pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal  tersebut  di  atas  maka telah

terbukti  gugatan  Penggugat  beralasan  hukum  sesuai  ketentuan  Pasal  39

Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974   jo. Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 jo.   Pasal 116 huruf (f) Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 dan diubah kedua kali atas Undang-Undang Nomor  50 Tahun

2009  Tentang  Peradilan  Agama,  maka  gugatan  Penggugat  telah  dapat

dikabulkan dengan diputus tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal  84 ayat  (1)  dan (2)  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  jo. Pasal 35 ayat (1)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan

atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai

salinan  putusan  Pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap

kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  yang  wilayahnya  meliputi  tempat

kediaman  Penggugat  dan  Tergugat,  atau  PPN  di  tempat  perkawinan

dilangsungkan;

Menimbang, bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir  telah

diubah  menjadi  Undang  Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 11 dari 13 Hal. Putusan
No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 11 dari 13 Hal. Putusan
No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 11 dari 13 Hal. Putusan
No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 11 dari 13 Hal. Putusan
No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 11 dari 13 Hal. Putusan
No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 11 dari 13 Hal. Putusan

No.300/Pdt.G/2021/PA.PlhHal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.300/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat,  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum Syara’ yang berkenaan dan berkaitan dengan perkara ini;;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Pitriyani binti  Samsul)

dengan Tergugat (Hermansyah bin Johansyah) yang dilangsungkan pada

tanggal  20  Maret  2010  di  Kelurahan  Antasan  Kecil  Timur,  Kecamatan

Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin;  

4. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Hermansyah  bin

Johansyah) kepada Penggugat (Pitriyani binti Samsul);  

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini sejumlah Rp. 320.000,00 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah). 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Pelaihari pada hari  Selasa tanggal  30 Maret 2021 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  16  Sya'ban  1442 Hijriah  oleh  Mhd.  Habiburrahman,  S.H.I.,

M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd.,

M.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

Hj. Siti Maryam, S.H.

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.
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Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.
Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 200.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
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